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ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that affect tax revenues the city of Tegal for 20
years of observation, that is, since 1991™ until 2010™. Types of data used in this research is the
secondary data were obtained from the Bureau of Satistics Central (BPS), the Department of
Revenue and Asset Management Areas (DPPAD) of Tegal. The Data retrieved is the data of receipt
tax area, per-capita income, taxpayer, inflation, and economic growth.

Results of analysis showed that the per-capita income, taxpayers, and economic growth in
the city of Tegal since 1991™ until 2010™ had a significant influence on the tax revenue in city of
Tegal, whileinflation did not influence significantly to tax revenues in the city of Tegal.
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PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segalesippésg ada di masing-masing
daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarakkadaerah—daerah, sehingga pelaksanaan
pembangunan tersebut diserahkan langsung padaajagaerah untuk mengatur rumah tangganya
sendiri. Efiensi dan efektivitas penyelenggaraamgrintah daerah perlu ditingkatkan dengan
lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antamamaugpemerintahan dan antar pemerintahan
daerah, potensi dan keankeragaman daerah, peluangadtangan persaingan global dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepadahddisertai dengan pemberian hak dan
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalamatkas sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara (Undang-Undang No. 32 Tahu# P@0tang Pemerintah Daerah).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkara merah kabupaten dan daerah kota
dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenasi@a pemerintah pusat ke pemerintah
daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai &eggn dalam rangka desentralisasi ini
tentunya harus disertai dengan penyerahan dan lgegaembiayaan. Kabupaten atau Kota yang
berada di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerahkdagoamom, dituntut mampu membiayai
pengeluarannya dari sumber-sumber penerimaan ydmgliadaerah tanpa tergantung pemerintah
pusat atau pemerintah provinsi dan diberikan swsbetber keuangan untuk membiayai
pengeluarannya. Sumber pembiayaan yang palingngeatialah sumber pembiayaan yang dikenal
dengan istilah PAD (Pendapatana Asli Daerah) dimla@maponen utamanya adalah penerimaan
yang berasal dari komponen pajak daerah, retridasrah bagian laba dari perusahaan daerah,
penerimaan dinas—dinas dan pendapatan lain—laig yeerupakan sumber pendapatan murni
daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan dgamghsah yang dikelola daerah untuk
mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakini figggnan Pendapaan Asli Daerah (PAD)
dalam pendapatan daerah merupakan cermin kebarhagibha—usaha atau tingkat kemampuan
daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerifdahpembangunan (Suhendi, 2007).
Penerimaan PAD digunakan untuk membiayai pembamgdaarah yang berasal dari beberapa
sumber, salah satu sumber penerimaan tersebuthapajak. Untuk itu setiap daerah memiliki
kebijakan-kebijakan tersendiri dalam mengoptimalganerimaan pajak. Sebab setiap orang wajib
membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Untukigomtimalkan PAD ada beberapa pos
pendapaan asli daerah yang harus ditingkatkanatemtya pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daddai.
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Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salkahssimber pendapatan daerah yang
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah ldgeradang-Undang No. 28 Tahun 2009).
Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan olehalda@ntuk kepentingan pembiayaan rumah
tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu geadaasli daerah yaitu pajak daerah. Pajak
daerah di Indonesia berdasarkan Undang—Undang NdaBun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu
pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagaulilakukan sesuai dengan kewenangan
pengenaan dan pemungutan masing—masing jenis ¢agalh pada wilayah administrasi Provinsi
atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sebelunrlakb&annya Undang—-Undang No. 34
Tahun 2000, ditetapkan Undang—-Undang No. 18 Talfv lyang menyatakan bahwa pajak
daerah dan retribusi daerah merupakan sumber patadagaerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangaeehdintuk memantapkan otonomi daerah
yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jalesigan titik berat pada Daerah Tingkat II.
Adapun jenis-jenis pajak Daerah Tingkat |, antara | pajak kendaraan bermotor, bea balik nama
kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kenddmaamotor. Sedangkan jenis-jenis pajak
Daerah Tingkat Il, terdiri dari : pajak hotel dagstoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengeldi@dan galian golongan C, dan pajak
pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Kota Tegal terkenal dengan kota Bahari karena dddagjan pantai termasuk dalam Provinsi
Jawa Tengah. Kota Tegal merupakan daerah yang atikatpgis untuk pusat perekonomian. Salah
satu penerimaan daerah di Kota Tegal adalah deiorspajak daerah. Pajak daerah adalah pajak
yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pgrabidaerah tersebut. Di Kota Tegal pajak
daerah diklasifikasikan menjadi beberapa jeniskpajatara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalamkpaérkir, pajak air tanah, pajak sarang burung
walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangueds, ajak bumi dan bangunan pedesaan
perkotaan. Dengan banyaknya sumber pajak daerahdianiliki pemerintah daerah, maka Kota
Tegal memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatdi daerah melalui pajak daerah.

Tabel 1
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Tegal
Tahun 1991 — 2010 ( Dalam Ribuan Rupiah )

. Besarnya
Tahun PAD Pajak Daerah Kontribusi (%)
1991 3.257.342 620.782 19,06
1992 3.340.452 618.017 18,50
1993 3.959.43( 1.076.157 27,18
1994 4.660.156 1.126.102 24,16
1995 5.110.656 1.236.667 24,20
1996 5.741.001 1.287.776 22,43
1997 5.470.797% 1.433.392 26,20
1998 7.789.054 1.746.003 22,42
1999 8.042.95¢ 2.003.497 24,91
2000 6.765.212 1.653.996 24,45
2001 17.492.29/ 2.778.700 15,89
2002 30.410.52( 4.120.425 13,55
2003 35.147.566 5.168.265 14,70
2004 42.359.74] 6.656.722 15,71
2005 58.725.98% 7.557.370 12,87
2006 63.725.637 8.134.226 12,76
2007 58.869.58% 7.801.608 13,25
2008 69.567.244 10.694.367 15,37
2009 90.480.877 11.910.295 13,16
2010 101.321.867 13.100.646 12,93

Sumber : Data BPS Kota Tegal (2010)
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Dari tabel 1.1 terlihat bahwa kontribusi pajak @deterhadap pendapatan asli daerah di Kota
Tegal dari tahun 1991 sampai dengan 2010 meng&kamaikan dan penurunan di setiap tahunnya.
Sebab salah satu komponen terbesar dari pendapsliadaerah adalah pajak daerah. Hal ini
menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah sangegrigaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Pendapatan asli daerah pada tahun 2006 tinggi seitasar Rp. 63.725.637 hal ini diikuti karena
pajak daerah juga meningkat sebesar Rp. 8.134Kx&@ribusi yang paling banyak tercapai pada
tahun 1993, yaitu 27,18 % kemudian mengalami peramryang sangat signifikan sampai dengan
tiga tahun terakhir. Banyak sedikitnya kontribugjgk pada penerimaan pajak daerah berkaitan
dengan pendapatan masyarakat dan terbatasnya weyvdaerah untuk memungut pajak. Hal ini
diperkuat dengan pendapat Lains (1988hg menyatakan bahwa rendahnya kontribusi pajak
daerah dalam PAD disebabkan oleh terbatasnya wemgedeerah untuk memungut pajak daerah,
hal ini sebagai akibat dijadikannya pajak—pajakgydiasilnya besar sebagai pajak sentral dan
dipungut oleh pemerintah pusat. Karena bagaimanpma tinggi rendahnya realisasi perolehan
PAD sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya rasiligerolehan pajak daerah.

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Jumlah Wajib Pajak, Pendapataferkapita, Inflasi, dan

Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal Tahun 1991 — 2010
. . Pendapatan , Pertumbuhan
Tahun Wagb Pajak Perkapita '“‘;'/as' Ekonomi
(Orang) (Rp) (%) (%)

1991 295 447.584 9,35 3,88
1992 230 427.743 8,61 3,57
1993 340 533.828 7,70 3,78
1994 343 556.650 4,13 4,67
1995 693 651.571 4,73 4,04
1996 841 494.903 9,47 3,62
1997 654 532.913 11,29 4,58
1998 579 506.716 12,80 4,24
1999 530 868.484 8,93 4,79
2000 731 807.985 5,88 4,11
2001 1.205 1.444.138 7,45 4,81
2002 1.328 1.429.511 4,77 5,24
2003 2.286 1.502.980 7,44 4,77
2004 2.070 1.334.683 8,73 5,35
2005 2.622 1.389.217 8,11 5,39
2006 2.869 3.040.198 7,85 5,43
2007 2.615 3.194.698 7,26 5,36
2008 3.170 3.341.748 6,78 5,31
2009 3.568 3.488.546 7,60 5,99
2010 3.492 3.661.688 5,25 6,09

Sumber : Data BPS Kota Tegal (1991-2010)

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa wajib pajakdeeung mengalami peningkatan,
walaupun terjadi penurunan pada tahun 1997 san8&i ang dikarenakan banyak industri yang
bangkrut pada saat itu, tetapi pada tahunnya Heg&uwajib pajak terus meningkat hingga
mencapai 3.492 orang pada tahun 2010 hal ini lbdyainiva bidang industri di Kota Tegal sudah
mulai membaik dan pembayaran pajak dilakukan deteyéib oleh wajib pajak. Sedangkan inflasi
tertinggi terjadi pada tahun 1998 hal ini disebabkearena para pekerja menuntut untuk
meningktakan pendapatan mereka. Pendapatan perldipiota Tegal mengalami peningkatan
setiap tahunnya, tetapi pada tahun 1994 mengal@amurpnan sebesar Rp. 494.903 hal ini
diakibatkan karena tingkat pengangguran yang tingghingga menggangu perkembangan
ekonomi akibat jangka panjangnya ia mengganggu gpendn perkapita. Kemudian persentase
pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal masih naik tuatau fluktuatif, dan pada tahun 2010
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pertumbuhan ekonomi mencapai 6,09%. Kontribusikpdperah terhadap pendapatan asli daerah
juga mengalami fluktuatif sejak tahun 1993 sammaigan 2010 dan belum mencapai prosentase
tertinggi seperti di tahun 1993, yaitu 27,18%. Olarena itu, dengan adanya permasalahan
tersebut perlu dianalisis lebih lanjut guna mentsisafaktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tegal.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Salah satu sumber penerimaan dari pendapatanaasilid adalah pajak daerah. Salah satu
upaya dari Pemerintah Daerah Kota Tegal untuk nfekgixan pajak daerah adalah dengan
mengetahui apa saja yang mempengaruhi penerimaak gaerah. Faktor-faktor yang di duga
mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah Wajidk,PPendapatan Perkapita, Inflasi, dan
Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daesh

Penghasilan negara berasal dari masyarakat mgtaloniungutan pajak, atau dari hasil
kekayaan alam yang ada di dalam negara. Jadi pgfaghdatu untuk membiayai kepentingan
umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan prilbadividu seperti kesehatan rakyat,
pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadndimda kepentingan masyarakat, disitu timbul
pemungutan pajak, sehingga pajak merupakan pepamimg dalam kepentingan umum. Masalah
kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadi hampir semua negara yang
menerapkan sistem perpajakan. Berbagai peneligkh tdilakukan dan kesimpulannya adalah
masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuapghtik, kalau pemerintah dapat menunjukkan
kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukargaerbenar dan sesuai dengan keinginan
wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk memadturan perpajakamaka dapat disusun
hipotesis sebagai berikut :

H1 : Wajib Pajak > 0 : Wajib Pajakn berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak
Daerah.

Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaandfak Daerah

Salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan malsyaradalah pendapatan perkapita.
Semakin besar pendapatan masyarakat maka diharapkan menyebabkan kemampuan
membayar pajak masyarakat menjadi semakin besata Panelitian Agustiningtyas (2003)
dibuktikan bahwa pendapatan perkapita berpengaagitifpdan signifikan terhadap penrimaan
pajak daerah. Hal ini sesuai dengan teori perpajdk@hwa penerimaan pajak akan sangat
ditentukan oleh pendapatan perkapita dan jumlaldyshrk (Musgrave, 1989Berdasarkan hal
tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagéuberi

H2 : Pendapatan Perkapita > 0 : Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap
penerimaan Pajak Daerah.

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dengan adanya inflasi tidak semata berpengaruh kadaikan harga tetapi akan berimbas
pula pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangdasninempengaruhi laju perekonomian sautu
negara. Setiap negara akan berusaha agar keuaagstahjl sehingga kegiatan perekonomian
masyarakat dapat berkembang. Dalam penelitian gidagukan Tamara (2009) menyimpulkan
bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadagplisasi perolehan pajak daerah di Kota
BandungBerdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun kipatebagai berikut :

H3: Inflasi < 0 Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Hak Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran umum dail kerja pemerintah dalam
mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomailu sehenjadi salah satu indikator
peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerahnaara. Pembangunan daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional. Seldakpmemegang peranan dalam perekonomian
nasional maupun daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pentingardaketiap pembahasan mengenai
pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunmjugkaingkatan kinerja perekonomian
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yang akhirnya memperluas peningkatan potensi suswbaber penerimaan pajak daerah. Dalam
penelitian Tamara (2009) menyimpulkan bahwa PDRBdregaruh terhadap realisasi perolehan
pajak daerah di Kota Bandung. Berdasarkan halldetsenaka dapat disusun hipotesis sebagai
berikut :

H4 : Pertumbuhan Ekonomi > 0 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap
penerimaan Pajak Daerah.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini penerimaan pajak daerah ikifd sebagai variabel dependen. Untuk

mempermudah pemahaman, variabel dependennya addabrimaan Pajak Daerah yang

disimbolkan dengan Y. Penerimaan pajak daerah ikosir wajib pajak kepada daerah yang
tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersi@maksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsungliganakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Data tersidelwatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

Selain itu penelitian ini melibatkan empat variaibelependen sebagai berikut:

1. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yamiphkeesi di Kota Tegal, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yangpueyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undpagzajakan di Kota Tegal. Data tersebut
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dagyadakan dalam satuan orang.

2. Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-natluchek suatu daerah pada suatu periode
tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatamperidiperoleh dari pendapatan nasional
pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah pendudakusdaerah pada tahun tersebut. Data
pendapatan perkapita dikeluarkan oleh Badan Pusaisttk (BPS) dan dinyatakan dalam
satuan Rupiah.

3. Inflasi adalah kenaikan harga-harga yang berlakandauatu perekonomian dari satu periode
ke periode lainnya di Kota Tegal. Data tersebutldifrkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
dan dinyatakan dalam satuan persen.

4. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatam gieerekonomian yang menyebabkan
barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakaarhbah dan kemakmuran masyarakat
meningkat. Data pertumbuhan ekonomi dihitung dagkiat pertumbuhan PDRB atas dasar
harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dsddéman persen.

Metode Analisis dan Pengumpulan Data

Penelitian mengenai pengaruh wajib pajak, pendapag¢skapita, inflasi, dan pertumbuhan
ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tiegahenggunakan analisis regresi linier
berganda. Analisis regresi linier berganda digunakatuk membuktikan hipotesis pengaruh wajib
pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbwkonomi terhadap penerimaan pajak daerah
Kota Tegal.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dadaelitian ini adalah studi pustaka,
yaitu metode pengumpulan data dengan membacauditeparnal-jurnal, maupun sumber lain yang
terkait baik yang bersumber dari perpustakaan nmaugari instansi yang terkait dengan
permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Deteksi Asumsi Klasik

Deteksi asumsi klasik yang digunakan adalah uji maditas, multikolinieritas,
heterokedastisitas, autokorelasi.

2. Deteksi Normalitas Data
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Deteksi normalitas digunakan untuk mengetahui dpakeda-data penelitian ini berdistribusi
normal atau tidak. Untuk menguji normalitas diguarallji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai sig
(p-value) > 0,05 menunjukkan bahwa data telah befolusi normal. Hasil uji normalitas dapat
ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Deteksi Normalitas Data dengarOne Sample Kolmogrov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Wajib | Pendapatar Pertumbuhan| Pajak

Pajak | perkapita | Inflasi Ekonomi daerah
N 20 20 20 20 20
Normal Mean 6.989¢ 13.9212 2.0031 1.5459 14.8844
Parametefs gqq

o .89714 77414 .29072 16344 1.0083]
Deviation

Most Absolute .164 .164 71 150 .145
Extreme  positive 120 164  .10d .092 145
Differences  \eqative -.164 153 -171 150 -.144
Kolmogorov-Smirnov Z 734 734 765 .669 .648
Asymp. Sig. (2-tailed) .655 .655 .602 .761 795
a. Test distribution is
Normal

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Hasil Deteksi Normalitas menunjukkan bahwa semudalal berdistribusi normal. Nilai
profitabilitas dari wajib pajak sebesar 0,655; @m@atan perkapita sebesar 0,6b8lasi sebesar
0,602; pertumbuhan ekonomi sebesar 0,761; dan ipexar pajak daerah sebesar 0,795. Nilai
profitabilitas dari masing-masing variabel lebihsée dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa
model regresi layak dipakai karena memenuhi deteksnalitas.

3. Deteksi Multikolinieritas

Multikolinearitas dapat dilihat dafTolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF).
Batasan dariTolerance Value adalah 0.1. jika nilalTolerance Value melebihi 0.1 maka terjadi
gejala Multikolinieritas. Batasan dari nilai VIFadh 10, jika VIF dari suatu variabel melebihi 10
berarti Multikolinearitasnya tinggi. Sebaliknya apa nilai VIF dibawah 10 diasumsikan tidak
terjadi Multikolinearitas (Imam Ghozali, 2009).

Tabel 4
Hasil Deteksi Multikolieritas Data
Coefficients
Collinearity Statisticy
Model Tolerance| VIF
1 Wajib Pajak 128 7.79(
Pendapatan perkapitd .108 9.244
Inflasi .881 1.134
Pertumbuhan Ekononi .202 4.94]

a. Dependent Variable: Pajak daerah
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013



DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS Volume3, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 7

Hasil analisis deteksi multikolinieritas diperolehtuk hasil VIF WP= 7,79, PKAPITA =
9,249, INF = 1,135 dan PEK = 4,941. Dari hasil pgakisian diperoleh nilaolerance untuk
variabel WP = 0,128, PKAPITA = 0,108, INF = 0,88andPEK = 0,202. Sehingga nilai dari
masing-masing variabel menunjukkan bahwa ndbdrance lebih dari 0,1 dan nilai VIFvarians
inflation factor) kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwaktidda multikolonieritas antar
variabel independen dalam model regresi.

4. Deteksi Autokorelasi
Deteksi autokrelasi bertujuan untuk mendeteksi alpalkalam model regresi linier ada korelasi
antara kesalahan pengganggu pada periode t deresmialkan pengganggu pada periode t-1
(sebelumnya). Masalah ini timbul karena residuasgfahan pengganggu) tidak bebas dari satu
observasi ke observasi lainnya. Salah satu carg gapat digunakan untuk mendeteksi ada atau
tidaknya autokorelasi yaitu Uji Durbin-Watson (Diet).
Tabel 5
Hasil Deteksi Autokorelasi

Model Summary’

Adjusted R | Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate [Durbin-Watsof
1 99T 98] 974 .15504 2.083

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan EkonomadnfWajib Pajak,
Pendapatan perkapita

b. Dependent Variable: Pajak daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Deteksi autokorelasi dengan menggunakan Uji Dukbiatson (DW) pada kolom Durbin
Watson diperoleh hasil hitung DW = 2,082 sedandi@sarnya nilai DW tabel diperoleh nilai d
(batas bawah) = 0,894 dap (thatas atas) = 1,828. Bila nilai DW hitung terlethéntara (d) dan
(4-dy) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tetadmenuhi deteksi autokorelasi
(Ghozali, 2009:99). Dari hasil analisis data dipemonilai DW hitung (2,082) yang terletak
diantara ¢ (1,828) dan 4-d (2,172) sehingga dapat disimpulkan bahwa modelesegelah
memenuhi deteksi autokorelasi.

5. Deteksi Heteroskedastisitas

Pendeteksian heterokedastisitas tujuan untuk memgieapakah suatu model regresi tersebut
terjadi ketidaksamaan varian dan variabel dari patugamatan kepengamatan yang lainnya tetap
maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda buliseheterokedastisitas. Gejala
heterokedastisitas terjadi bithstrurbance term untuk setiap observasi tidak lagi konstan, tetapi
bervariasi.

Perhitungan heterokedastisistas dapat dilakukagatemendeteksinya adalah melihat grafik
plot antara nilai prediksi variabel terikat (depenylyaitu ZPRED sebagai (X) dengan residualnya
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian mepigermmaka mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang,jsksa titik-titik menyebar diatas dan dibawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heter@steitas (Ghozali, 2009).
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Scatterplot

Dependent Variable: Pajak daerah

2 o

04 o]

Regression Studentized Residual

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 1
Hasil Deteksi Heteroskedastisitas dengan Scattergilo

Melihat grafik plot antara nilai prediksi varialterikat dependen) yaitu ZPRED sebagai (X)
dengan residualnya SRESID sebagai (Y) diketahuktidda pola yang jelas, serta titik-titik
menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbuerrgdd demikian variabel yang digunakan
dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskeddas sehingga model regresi layak untuk
dipakai karena telah memenuhi deteksi heteroskisilast

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data dan pengijuan hipotesis dalam peaelitini akan dilakukan dengan
menggunakan model regresi linear berganda, dimal@ndanalisis regresi tersebut akan menguiji
pengaruh wajib pajak, pendapatan perkapita, inféesn pertumbuhan ekonomi. Pengolahan data
menggunakan bantuan program komputer SPSS bekdasdata-data yang diperoleh dari 20
sampel penelitian yang dilakukan. Pengujian hipstelilakukan dengan menguji persamaan
regresi secara parsial maupun simultan. Dalanmihabimua variabel penelitaian ditransformasikan
dalam bentuk logaritma natural (Ln). Hal ini sesdangan model fungsi produksi. Penggunaan
transformasi Ln dilakukan untuk menghasilkan datagynormal karena data asli tidak memiliki
range (jangkauan data) dan standar deviasi yaray paag menyebabkan data tidak berdistribusi
normal.

Tabel 6
Analisis Regresi Pengaruh Wajib Pajak, Pendapatan &kapita, Inflasi, Pertumbuhan
Ekonomi terhadap Pajak Daerah
Coefficients

Unstandardized |Standardize
Coefficients Coefficients
Model B Std. Errol  Beta t Sig.

1 (Constant) 3.467 1.244 2.784 .014
Wajib Pajak .618 111 550 5.580 .00d
Pendapatan perkapitd 312 .140 239 2.229 .042
Inflasi .201 .130 .058 1547 .144
Pertumbuhan Ekonor 1.527 484 248 3.1579 .007

a. Dependent Variable: Pajak daerah
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013
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Hasil analisis regresi berganda diperoleh kasfisintuk variabel bebas WP = 0,618 ,
PKAPITA = 0,312, INF = 0,201, PEK = 1,527 dengannstanta sebesar 3,467, sehingga model
persamaan regresi yang diperoleh adalah:

Ln.Y = 3,467 + 0,618 Ln.X+ 0,312 Ln.% + 0,201 Ln.%+ 1,527 Ln.X%

Model regresi tersebut mengandung arti :

a. Nilai konstan (Y) sebesar 3,467 yang berarti bafikaawajib pajak, pendapatan perkapita,
inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sama dengan ndanmendapatan pajak daerah akan
mengalami kenaikan sebesar 3,467.

b. Koefisien regresi wajib pajak didapat 0,618 yangalie setiap peningkatan wajib pajak
sebesar 1 orang maka akan meningkatkan penerinagandgaerah sebesar 0,618.

c. Koefisien regresi pendapatan perkapita didapat 20,8dng berarti setiap peningkatan
pendapatan perkapita sebesar Rp. 1 maka akan rkatkag penerimaan pajak daerah
sebesar 0,312.

d. Koefisien regresi inflasi didapat 0,201 yang beéraetiap peningkatan inflasi sebesar 1%
maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerahadh@01.

Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi didapat 1)&#iQ berarti setiap peningkatan

pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan menirgkatknerimaan pajak daerah sebesar

1,527.

7. Deteksi T

Deteksi hipotesis dilakukan untuk mengetahui adaktiya pengaruh variabel bebas dengan
variabel terikat baik secara parsial. Hasil analilgteksi hipotesis antara variabel bebgas<X Xs
dan X, terhadap Y diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 7
Hasil Deteksi Parsial
Coefficient$
Unstandardize( Standardized
Coefficients | Coefficients Correlations
Std. i Zero-
Model B Error Beta t Si9. | order |Partiall Part
1 (Constant) 3.467 1.244 2.784 .014
Wajib Pajak .618 111 550 5.580 .000Q 979 .827 .197
Pendapatan | = 515 1 239 2229 .044 .951 .499 .07d
perkapita
Inflasi 201 .130 .058 1544 .144 -.161 .370 .054
Pertumbuhan| ; 552 404 244 3.151 .007 .919 .637 .11
Ekonomi

a. Dependent Variable:
Pajak daerah
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Hasil uji t menyatakan bahwa,t) sebesar 2,131 didapat dari alpha = 0,05 artinya ki
mengambil risiko salah dalam mengambil keputusatukummenolak hipotesis yang benar
sebanyak-banyaknya 5%.

8. DeteksiF

Deteksi statistik F pada dasarnya menunjukkan apagemua variabel bebas yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secasarha-sama terhadap variabel terikat
(Ghozali, 2009). Hasil uji simultan dapat dilih@da tabel di bawabh ini :
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Tabel 8
Hasil Deteksi Simultan
ANOVA"
Sum of
Model Squares Df Mean Squarg F Sig.
1 Regression 18.95¢ 4 4.739 197.054 .000]
Residual .361 15 .024
Total 19.317% 19
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan EkonomadnfWajib Pajak, Pendapatan
perkapita

b. Dependent Variable: Pajak daerah
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Hasil pengujian pada tabel di atas, deteksi sanu{uji F) menunjukkan bahwa nilai.f
didapat dari df1 = 4 dan df2 = 15 dengan alphad5 @rtinya kita mengambil risiko salah dalam
mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yangi&ebanyak-banyaknya 5%. Tabel 4.7
menunjukkan bahwa diperoleh nilajifqy sebesar 197,055 dikarenakan nilai.f (197,055) >
Fianer (3,055) atau besarnya probabilitas sebesar 000005. Dengan demikian, dalam penelitian
ini menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikam @wajib pajak, pendapatan perkapita,
inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabbhb secara simultan (bersama-sama) terhadap
penerimaan pajak daerabbagai variabel terikat.

9. Koefisien Determinasi
Nilai R? yang kecil berarti kemampuan variabel-variabelepehden dalam menjelaskan
variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yemendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yabgtuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen (Ghozali, 2009).
Tabel 9
Hasil Deteksi R dengan Model Summary

Model Summary”

Adjusted R | Std. Error of
Model R R Squard Square | the Estimatg
1 997 .981] 974 .1550¢

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomasnf
Wajib Pajak, Pendapatan perkapita

b. Dependent Variable: Pajak daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Dari hasil perhitungan statistik dapat diketahunka nilai Adjusted R Square sebesar 0,976.
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keempat vdridfdependen yaitu wajib pajak,
pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ahkordalam menjelaskan variasi variabel
penerimaan pajak daerah adalah sebesar 97,6% &adasiganya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam modektigan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Musgrave and Musgrave (1989) dan Anwar Ahah (1994) menyatakan bahwarbeszainya
penerimaan disektor pajak sangat ditentukan olettaju penduduk, disini dibatasi dengan jumlah
penduduk yang bekerja. Sehingga dapat diasumsiihwad semakin banyak wajib pajak maka
semakin besar penerimaan pajak daerah. Denganldatavajib pajak berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berdampalagashingkatan pendapatan perkapita daerah,
untuk itu pendapatan perkapita daerah juga menpkkigaruh yang positif terhadap peningkatan

10
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PAD. Lajunya pertumbuhan ekonomi juga berpengarmrhatlap pajak, sebab semakin tinggi
pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkatlgk daerah. Hal ini berdampak pada
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil deteksi t dari penelitian ini diketahui bahwajib pajak mempunyai pengaruh positif
dan signifikan terhadap penerimaan pajak daeraly yagrarti bahwa apabila wajib pajak
mengalami kenaikan, maka nilai penerimaan pajakatiagkan mengalami kenaikan juga. Hal ini
dikarenakan besarnya pendapatan dapat dipengdetthjumlah penduduk. Jika jumlah penduduk
meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik alaringkat dan kemandirian daerah juga dapat
ditingkatkan.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indif@tg penting untuk mengetahui kondisi
ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentsdniga satu tahun, yang ditunjukkan dengan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atasagldharga berlaku maupun atas dasar harga
konstan. Pendapatan perkapita yang tinggi cenderaagdorong naiknya tingkat konsumsi
perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentifi ldigbahnya struktur produksi (pada saat
pendapatan meningkat, permintaan akan barang-bamangfaktur dan jasa pasti akan meningkat
lebih cepat daripada permintaan akan produk-prguhrtanian). Hasil deteksi t dari penelitian ini
diketahui bahwa pendapatan perkapita mempunyai goehgpositif dan signifikan terhadap
penerimaan pajak daerah yang berarti bahwa appéildapatan perkapita mengalami kenaikan,
maka nilai penerimaan pajak daerah juga akan memjdienaikan. Hal ini disebabkan karena
pendapatan masyarakat menunjukkan kemampuan uné&mbayar pengeluarannya termasuk
untuk membayar pajak. Semakin tinggi pendapatakapéa masyarakat mempunyai pengaruh
positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat hamgaim mengalami kenaikan secara terus-
menerus. BPS (2000) mendefinisikan inflasi sebaghih satu indikator untuk melihat stabilitas
ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjugkakembangan harga barang dan jasa secara
umum yang dihitung dari indeks harga konsumen. Bendemikian angka inflasi sangat
mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghastiap, dan di sisi lain juga mempengaruhi
besarnya produksi barang. Hasil deteksi t dari lgemeini diketahui bahwa variabel inflasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajakatiafaktor masalah sosial yang muncul dari
inflasi yaitu menurunya tingkat kesejahtraan rakyaemburuknya distribusi pendapatan, dan
terganggunya stabilitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi belum tentu melahirkan pembsrguekonomi dan peningkatan
kesejahteraan (pendapatan) masyarakat. Hal ters#gibababkan karena bersamaan dengan
terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku puleapgahan penduduk. Apabila tingkat
pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebilgkat pertambahan penduduk,
pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan pém)kakan mengalami penurunan. Sedangkan
apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonoma sfengan pertambahan penduduk, maka
perekonomian negara tersebut tidak mengalami pdrkegan(stagnan) dan tingkat kemakmuran
masyarakat tidak mengalami kemajuan. Peningkataturpbuhan ekonomi daerah merupakan
serangkaian usaha kebijaksanaan ekonomi yang tntuntuk meningkatkan kesejahteraan hidup
masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meratdisribusi pendapatan, meningkatkan
hubungan ekonomi antara wilayah di dalam regiongylabih menguntungkan didukung dengan
strategi peningkatan sumber daya manusia Kota Tegal

Hasil deteksi t dari penelitian ini diketahui bahvwp&rtumbuhan ekonomi mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimpajak daerah yang berarti bahwa apabila
pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka pdaerimaan pajak daerah akan mengalami
kenaikkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yahakdkan oleh Tamara (200%entang faktor-
faktor yang mempengaruhi pajak daerah di Kota Bagdiari tahun 1999-2008 menyimpulkan
bahwa Jumlah penduduk, PDRB, jumlah industri disgkBandung mempunyai pengaruh signifikan
terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Katad#ng. Tingkat inflasi di Kota Bandung tidak
berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajakaliladumlah penduduk, inflasi, serta jumlah
industri secara signifikan mempengaruhi realisagiepimaan pajak di Kota Bandung.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruhjivpajak, pendapatan perkapita, inflasi,
dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan paefald. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, dapat mengambil simpulan bahwa teedrgapgaruh positif wajib pajak terhadap
penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti semakimygii wajib pajak semakin tinggi pula
penerimaan pajak daerah. Pendapatan perkapitangemod positif terhadap penerimaan pajak
daerah. Hal ini berarti bahwa semakin besar pendapzerkapita maka akan semakin besar pula
penerimaan pajak daerah. Inflasi tidak berpengaedhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini
berarti besar kecilnya inflasi tidak mempengarwdngrimaan pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi
berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.nH&lerarti tinggi rendahnya pertumbuhan
ekonomi akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dajifatadl saran, yaitu jumlah wajib pajak
meningkatkan penerimaan pajak daerah, maka dadilitarapkan masyarakat dapat membayar
pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Anggaearerintah daerah sebaiknya digunakan
untuk mengembangkan ekonomi daerah yang berdamguik pendapatan perkapita masyarakat,
sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pagdah meningkat. Pemerintah daerah
terus mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, karenanbeskan dampak yang baik untuk
penerimaan pajak daerah.
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